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Terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 kembali merevisi
Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), salah satunya adalah mengenai perlakuan PPh atas biaya
imbalan natura dan/atau kenikmatan. Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan klausul dalam
UU PPh hasil revist UU HPP dengan peraturan turunannya mengenai pengaturan perlakuan PPh atas biaya
natura dan/atau kenikmatan, dengan tujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengaturan PPh atas biaya
imbalan dan/atau kenikmatan dalam UU PPh hasil revist UU HPP dengan peraturan turunannya ditinjau
melalui asas preferensi berupa </span><span style="font-size: 12.000000pt; font-family:
‘TimesNewRomanPS; font-style: italic">lex superior derogat legi inferiori. </span><span style="font-size:
12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSM T"'>M etode penelitian yang digunakan adal ah kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini
mengungkapkan bahwa asas preferensi </span><span style="font-size: 12.000000pt; font-family:
‘TimesNewRomanPS; font-style: italic">lex superior derogat legi inferiori </span><span style="font-size:
12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSM T >belum dapat diimplementasikan secara pasti, karena
masih terdapatnya perbedaan interpretasi baik dari otoritas pgjak, maupun dari akademisi dan praktis,
dengan akademisi dan salah satu praktisi yang berpendapat bahwa peraturan tersebut bersifat tidak selaras,
namun DJP dan salah satu praktisi berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah bersifat selaras. Oleh karena
itu, disarankan agar otoritas pajak memberikan sosialisasi secaralebih konkret mengenai perlakuan PPh atas
biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan memberikan contoh kasus dalam sosialisasinya, sedangkan untuk
wajib pajak disarankan agar dapat menyertakan dokumentasi dan pembuktian yang menyatakan bahwa
biaya natura dan atau kenikmatan memang berhubungan dengan komponen 3M, sehingga potensi sengketa
dapat diminimalisir.

...... The enactment of the Harmonization of Tax Regulations Act in 2021 revised the Income Tax Law,
including the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefitsin aform of
pleasure. This study discusses the differencesin clauses between the revised Income Tax Law on the
Harmonization of Tax Regulation and its derivative regulations regarding the treatment of income tax on the
expenses of fringe benefits and/or benefitsin aform of pleasure, aiming to anayze the alignment of income
tax policy on both of the regulations from the preference principle of </span><span style="font-size:
12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPS’; font-style: italic">lex superior derogat legi
inferiori</span><span style="font-size: 12.000000pt; font-family: "TimesNewRomanPSMT™">. The research
used a qualitative method, with data collection techniques including literature studies and in-depth
interviews. The result of this study reveal that the preference principle of lex superior derogat legi inferiori
cannot yet be definitively implemented, as there are still differences in interpretation persist between tax
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authorities, academics, and practitioners. The tax academics and one of the practitioners stated that the
regulations did not align, while the tax authorities and one of the other practitioners stated that the
regulations did align. Therefore, it is recommended for tax authorities to provide more concrete socialization
regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefitsin aform of
pleasure, including giving some case as some examples, while the taxpayers are recommended to include the
documentation and proof stating that the cost are indeed related to the 3M components, so that the potential
disputes can be minimized.



